
BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 9 TAHUN 2OI2 TENTANG PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN

qENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

SALINAN

a. bahwa dalam rangka memenuhi modal disetor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal t2 ayat (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor g Tahun
2OL2 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Sragen, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan

memberikan tambahan penyertaan modal kepada

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan ssfoagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor g

Tahun 2Ol2 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Kabupaten Sragen;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Menimbang :

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakery'aan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2791;

+. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Fublik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOg Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 5038);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO9 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2All tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLO tentang

Stand.ar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 305, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SRAGEN NOMOR 9 TAHUN 2OI2 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2OL2 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2Ol2 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 6) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 12 pada ayat (21 dan ayat (3) diubah
sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Modal dasar PDAM sebesar Rp55.000.000.000 (lima
puluh lima milyar rupiah).

(2) Modal yang telah disetor sebesar Rp50.500.000.000
(lima puluh milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Tahun
2018.
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Di

(4) Pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dipergunakan untuk perluasan cakupan pelayanan
PDAM sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 1.

(5) Semua alat Likuid disimpan dalam bank umum
pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
l$ A{ih&otg

YUNI SUKOWATI

di Sragen
l(, Api\ lotO

DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
t:.1 \J

TATAG WANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

dan kesra
u.b

Hukum
Sragen

bina
199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1/2018);

SEIDA
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 9 TAHUN 2OI2 TENTANG PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN

A. Umum
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen merupakan

salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sragen, y&ng merupakan
alat kelengkapan ekonomi daerah. Keberadaannya sebagai unsur pelaksana
otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam
penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persayaratan yang
ditentukan. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen merupakan
alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam
mendapatkan Air Minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari- hari guna
memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan
Peraturan Perundang- undangan, yang keberadaannya saat ini diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen.

Maka diperiukan adanya pengaturan yang memadai dengan
mengakomodasi dinamika masyarakat dam perkembangan peraturan
perundang-undangan. Maka dipandang perlu untuk melakukan
penyesuaian dan penyempurnaan terhadap keberadaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2Al2 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Sragen.

Di samping itu Peraturan Daerah ini juga merupakan landasan
bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen sebagai perusahaan
yang dimiliki pemerintah daerah untuk pengelolaan perusahaan secara
optimal dan profesional. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip tata
kelola perusahaan yang baik (good corporate principles).

B. Pasal Demi Pasal :

Pasal I
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Modal yang telah disetor Rp 48.490.860.046,00 (empat puluh
delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus
enam puluh ribu empat puluh enam rupiah) terdiri dari modal
awal pendirian PDAM sebesar Rp 2.009.139.954,00 (dua milyar
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Ayat (3)

sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus
lima puluh empat rupiah).

Pemenuhan kekurangan modal dasar sebesar
Rp.a.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah)
dilaksanakan paling lambat pada Tahun 2018.

Ayat (a)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1
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